BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGGALEK NOMOR 65
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang:a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan

Mengingat :1.

peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi
saat ini, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 65 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 65 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



6.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1
Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun
2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun
2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3
Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun
2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1
Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2
Seri C);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4
Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 67);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun
2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Trenggalek Nomor 92);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun
2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6
Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2011 Nomor 2 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1



Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 4 Seri C, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor
39);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun
2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor
66);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor
68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor

65 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017

Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 dihapus dan diantara ayat (5) dan

ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5A), sehingga

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 5

Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 diberikan kepada Instansi.

Insentif Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 diberikan kepada masing-masing Instansi.

Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggungjawab
Pengelolaan Keuangan Daerah menerima Insentif

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
Dihapus.

Khusus untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Insentif
diberikan juga kepada Pemungut Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat
desaZkelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan
camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh

Instansi.

(5A)Pihak lain yang menerima insentif Pemungutan Pajak

(6)

dan Retribusi termasuk pihak lain yang membantu

Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

Pemberian Insentif bertujuan untuk meningkatkan:
a. kinerja Instansi;
b. semangat kerja bagi aparat Pemungut;

Cc. capaian target Pendapatan Asli Daerah; dan



d. pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 8

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) ditetapkan setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji

pokok dan tunjangan yang melekat.

Besaran Insentif untuk pihak lain ditetapkan paling tinggi
sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif

yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat
(2).
Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke

kas umum Daerah sebagai pendapatan Daerah.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan

kepada:

a. Aparat Pemungut di Instansi yang diberhentikan untuk
sementara atau dinonaktifkan;

b. Aparat Pemungut di Instansi yang diberhentikan dengan
hormat atau dengan tidak hormat;

c. Aparat Pemungut di Instansi yang
diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi lain diluar
lingkungan Instansi; dan

d. Aparat Pemungut di Instansi yang diberikan cuti diluar
tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk

menjalani masa persiapan pensiun.



Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah dan ditambah 1 (satu)
ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

Besaran Insentif untuk tiap Instansi ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Tata cara penghitungan pemberian insentif kepada penerima
insentif adalah 100 % (seratus persen) dari yang diterima
Perangkat Daerah dimana penerima dan besaran
penerimaan insentifnya ditentukan sendiri oleh Kepala

Perangkat Daerah.

Penerima dan besaran penerimaan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 dihapus sehingga
Pasal 11 berbunyi sebagi berikut:

Pasal 11

Penganggaran Insentif disusun berdasar target penerimaan
tahun berjalan dan mempertimbangkan insentif tahun

sebelumnya yang belum dibayarkan.
Dihapus.
Dihapus.

Kepala Perangkat Daerah selaku Instansi bertanggungjawab
secara administrasi maupun teknis atas pemberian Insentif

yang menjadi kewenangannya.



Pasal |1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Desember 2020

Pjs. BUPATI TRENGGALEK,
TTD
BENNY SAMPIRWANTO
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004



